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Hal : Perubahan Mekanisme Perekaman Data PTK Baru

pada Sekolah Induk bagi PTK WNI yang bertugas
di Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Dikmas
serta PTK WNA

Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

PP/BP Paud Dikmas

Ketua Yayasan/Badan Usaha Berbadan Hukum
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Merujuk surat plt. Kepala Pusdatin Nomor 10/J1/T1/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Surat
Pemberitahuan Perekaman Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Baru Pada
Sekolah Induk, dimana perekaman data PTK baru berkewarganegaraan Indonesia yang
bertugas di jenjang PAUD (TK/KB/TPA/SPS) serta jenjang Dikmas (SKB/PKBM) dilakukan
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan perekaman data PTK baru berkewarganegaraan
asing dilakukan oleh Pusdatin, saat ini dirubah mekanisme perekaman datanya dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Perekaman data PTK baru berkewarganegaraan Indonesia yang bertugas di satuan PAUD

a. Bagi satuan pendidikan jenjang PAUD yang diselenggarakan oleh yayasan/badan
usaha berbadan hukum, perekaman data PTK baru dilakukan oleh yayasan/badan
usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan satuan pendidikan jenjang PAUD;

b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan
perekaman data PTK baru yang dilakukan oleh yayasan/badan usaha berbadan hukum;
dan

c. Bagi satuan pendidikan jenjang PAUD vyang diselenggarakan oleh
pemerintah/perseorangan, perekaman data PTK baru dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota dimana satuan PAUD berada.

2. Perekaman data PTK baru berkewarganegaraan Indonesia yang bertugas di satuan Dikmas

a. Bagi satuan pendidikan jenjang Dikmas yang diselenggarakan oleh pemerintah atau
perseorangan, perekaman data PTK baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dimana satuan pendidikan jenjang Dikmas berada; dan
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b. Bagi satuan pendidikan jenjang Dikmas yang diselenggarakan oleh yayasan/badan
usaha berbadan hukum, perekaman data PTK baru dilakukan oleh yayasan/badan
usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan satuan pendidikan jenjang Dikmas.

3. Perekaman data PTK baru berkewarganegaraan asing

a. Perekaman data PTK baru berkewarganegaraan asing dilakukan oleh
yayasan/badan usaha berbadan hukum dengan melampirkan:

1) Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan;

2) Kartu lIzin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Menetap Sementara yang
diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3) Surat Keputusan Pengangkatan dari yayasan/badan usaha berbadan hukum;

4) Surat Penugasan dari satuan pendidikan; dan

5) ljazah S1.

b. Pusdatin melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan perekaman data PTK baru
yang dilakukan oleh yayasan/badan usaha berbadan hukum.

4. Perekaman data PTK baru berkewarganegaraan Indonesia yang bertugas di satuan Dikdas

(SD dan SMP) dan Dikmen (SMA dan SMK) tetap menggunakan mekanisme yang sudah

berjalan sesuai surat pemberitahuan sebelumnya.

Proses perekaman data PTK baru pada sekolah induk tersebut dilakukan melalui aplikasi
Tambah PTK pada laman http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/tambahptk/.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Dr. Muhammad Hasan Chabibie, S.T., M.Si
Tembusan: NIP. 198009132006041001

1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Bagian Tata Usaha Pusdatin

Catatan :

Sertifikasi 1. UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "“Informasi Elekironik dan/atau Dokurnen Elekironik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukii yang sah.”

7 | Elektronik 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Lampiran 1
Surat Nomor: 0633/J1/DS.00.01/2022

Dashboard Aplikasi Tambah PTK Tingkat Yayasan

Daftar PTK Terverifikasi dengan Dukcapil
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Lampiran 2
Surat Nomor: 0633/J1/DS.00.01/2022

Form Perekaman Data PTK WNI

fepsaaatan

Perekaman Data PTK

NIK*
Nama *
ama se: dengan KK/IKTP
Tempat Lahir *
Tanggal Lahir *
ormat yy conto 808-12-3 asuai KE/KTP
Jenis Kelamin * Laki-laki
Perempuan
MNama lbu Kandung *
Mama Ibu Kandung, sesuai dengan KH/KTP
Agama*
ng Pilih Agama e
Status Perkawinan * Menikah
Belum Menikah
Janda/Duda
Email *
Harap dipas dan milik PT
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Lampiran 3
Surat Nomor; 0633/J1/DS.00.01/2022

Form Perekaman Data PTK Baru WNA

A& Domisili Kepegawaian & Penugasan

Perekaman Data PTK WNA

Kitas *
Nama *
Mama sesuai dengan KIKTF
Tempat Lahir *
Tanggal Lahir *
Jenis Kelamin * Laki-laki
Perempuan

MNama Ibu Kandung *

Mama Ibu Kandung, sesuai dengan KK/KTF

Kewarganegaraan * :
— Pilin Kewarganegaraan —

Agama *
~g Pilih Agama A
Status Perkawinan * Menikah
Belum Menikah
Janda/Duda
Email *
Harap dipastian bahwa email yang digunakan masih akfif dan milik PTH.
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